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ABSTRACT; This study discusses the implementation of Regional Regulation 

(Perda) Number 10 of 2018 concerning Public Order and Peace in Pariaman 

City according to the review of fiqh siyasah tanfidziyah. The background of 

the study is based on the social conditions of the multicultural society of 

Pariaman City, with the Minangkabau custom "Adat basandi syarak, syarak 

basandi kitabullah", which demands the existence of rules to maintain public 

order and peace. The main problem studied is the effectiveness of the 

implementation of the Perda and the factors that influence its 

implementation, especially in the case of buskers in public facilities 

according to Article 11 of the Perda. The research method used is a 

qualitative approach with data collection techniques through interviews, 

observations, and document studies. Data are analyzed descriptively by 

highlighting the role of the local government as the implementer and 

supervisor of the Perda and community leaders as supporters of order. The 

results of the study show that there are still many people who do not heed and 

implement policies from the Regional Government. The factors causing the 

difficulty in implementing the regulation are: 1) The benefits of this 

regulation have not been fully felt by the community so that many people still 

violate the rules such as busking which according to some people is the only 

way to meet their living needs. 2) The Satpol-PP has not been consistent in 

carrying out socialization activities regarding the regulation in the 

community, and there are no strict sanctions from the government/related 

agencies as policy implementers. Therefore, the level of public compliance 

with the implementation of this regulation is still minimal and they still do 

not fully understand the contents of the regulation. 3) The lack of 

responsibility of Satpol-PP in carrying out its duties even though it has been 

implemented, especially for buskers, but it is still not conducive to see that 

many still violate the regulation. If viewed from the Fiqh Siyasah Tanfidziyah 

Implementation of Regional Regulation Number 10 of 2018 regarding this 

regulation has good objectives such as being able to maintain the welfare of 

the people and improve the welfare of the community. However, a review of 

the Fiqh siyasah Tanfidziyah (Islamic jurisprudence) on the implementation 

of the regional regulation regarding the prohibition of busking requires 

attention to policies based on the principles of justice and the welfare of the 

people, as embodied in the Qur'an and Sunnah. This policy does not align 

with the principles of Fiqh siyasah Tanfidziyah, including the principles of 
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justice, the principle of accountability of a leader and the people's obedience 

to their leaders, as well as the principles of deliberation and welfare.  

Keywords: Implementation Of Regional Regulation No. 10 Of 2018, Public 

Order And Peace, Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah.   

ABSTRAK; Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah 

(Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum 

di Kota Pariaman menurut tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah. Latar belakang 

penelitian didasarkan pada kondisi sosial masyarakat Kota Pariaman yang 

multikultural, dengan adat Minangkabau “Adat basandi syarak, syarak 

basandi kitabullah”, yang menuntut adanya aturan demi menjaga 

ketentraman dan ketertiban umum. Permasalahan utama yang dikaji adalah 

implementasi pelaksanaan Perda serta faktor-faktor yang memengaruhi 

penerapannya, khususnya dalam kasus pengamen di fasilitas umum sesuai 

Pasal 11 Perda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 

dan studi dokumen. Data dianalisis secara deskriptif dengan menyoroti peran 

pemerintah daerah sebagai pelaksana dan pengawas Perda serta tokoh 

masyarakat sebagai penunjang ketertiban.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan dan 

melaksanakan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Faktor penyebab sulitnya 

mengimplementasikan perda tersebut adalah: 1) Manfaat dari adanya perda 

ini belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga masih 

banyaknya masyarakat yang melanggar aturan seperti mengamen yang 

menurut sebagian masyarakat adalah jalan satu-satunya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 2) Belum konsistenya Satpol-PP dalam melakukan 

kegiatan sosialisasi akan perda tersebut di tengah-tengah masyarakat, dan 

tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah/instansi terkait selaku 

pelaksana kebijakan. Oleh karena itu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 

penerapan dari perda ini masih minim dan masih belum sepenuhnya 

mengetahui isi perda.3) Kurangnya tanggungjawab Satpol-PP dalam 

melaksanakan tugasnya meskipun sudah diterapkan penertiban khususnya 

pengamen tetapi masih belum kondusif melihat masih banyak yang 

melanggar aturan tersebut. Jika ditinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah 

Implementasi Terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2018 mengenai aturan ini 

memiliki tujuan yang baik seperti dapat menjaga kemaslahatan umat, dan 

mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, tinjauan Fiqh siyasah Tanfidziyah 

terhadap implementasi perda terkait larangan mengamen perlu memerhatikan 

kebijakan yang berlandasan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat yang 

berlandaskan prinsip Al-Qur’an dan Sunnah. Dan kebijakan ini tidak sesuai 

dengan prinsip dari Fiqh siyasah Tanfidziyah diantaranya prinsip keadilan, 

prinsip pertanggung jawaban seorang pemimpin dan ketaatan/kepatuhan 

rakyat pada pemimpinnya, prinsip musyawarah dan kesejahteraan. 

Kata Kunci: Implementasi Perda N0 10 Thn 2018, Ketentraman Dan 

Ketertiban Umum,Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah. 
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PENDAHULUAN  

Atas dasarnya hukum memiliki andil akan amat berarti dalam kehidupan warga, 

spesialnya pemberian peraturan akan bekerja menghalangi aktivitas orang supaya tidak 

berlawanan atas norma- norma akan terdapat. Hukum Islam ialah kombinasi 2 tutur ialah 

hukum serta Islam, hukum merupakan sesuatu fitur aturan- aturan mengenai aksi laris 

orang akan diakui serta disetujui buat dicoba oleh segerombol warga, akan disusun oleh 

segerombol orang akan diberi wewenang, serta bertabiat mengikat akan legal untuk 

semua anggotanya, tercantum akan membuat hukum itu. Begitu juga ada dalam Al- Quran 

surah Ali- imran bagian 20 akan bersuara selaku selanjutnya: 

يِّنَ  ِ وَمَنِ اتَّبعَنَِوَقلُْ لِِّلَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتٰبَ وَالْْمُِِّ وْكَ فَقلُْ اسَْلمَْتُ وَجْهِيَ لِِلّه ءَاسَْلمَْتمُْ فاَِنْ اسَْلمَُوْا فَقدَِ اهْتدََوْا وَاِنْ  فَاِنْ حَاۤجُّ

 
ࣖ
ُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ  توََلَّوْا فاَِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَاللّٰه

Maksudnya:“ setelah itu bila mereka melawan kalian (mengenai bukti Islam), 

hingga katakanlah:“ Saya memberikan diriku atas Allah serta begitu pula banyak 

orang akan sudah diberi al- kitab serta banyak orang akan ummi:“ Apakah kalian 

ingin masuk Islam”. Bila mereka masuk Islam, sebetulnya mereka sudah 

menemukan petunjuk, serta bila mereka menoleh, hingga peranan kalian cumalah 

mengantarkan ayat- ayat Allah, serta Allah maha memandang hendak hamba- 

hambanya. Islam berarti selaku ketundukan serta penyerahan diri seseorang 

hamba dikala berdekatan atas tuhannya.  

Perihal ini berarti kalau orang dalam berdekatan atas tuhannya (Allah) haruslah 

merasa pendek, berlagak membenarkan kelemahan serta membetulkan kewenangan allah. 

Ada pula Hukum Islam merupakan hukum akan menata kehidupan orang dalam 

bagan menggapai kebahagiaannya di bumi serta di alam baka. Sebab itu, hukum Islam 

melingkupi aturan- aturan ataupun seluruh pandangan kehidupan orang, bagus selaku 

orang ataupun badan warga dalam ikatan atas diri sendiri, orang lain, alam area ataupun 

ikatan atas tuhan bersumber atas atas al- Quran serta Hadist. 

Prinsip hukum Islam atas dasarnya diketahui atas sebutan ushul al- fiqh, ialah 

sesuatu prinsip akan menguraikan petunjuk serta tata cara akan atasnya ketentuan fiqh 

ditarik atas sumbernya. Aturan- aturan hukum dalam fiqh, atas begitu diturunkan 

langsung atas al- quran serta sunnah cocok atas prinsip- prinsip bawah serta tata cara akan 
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atas cara beramai- ramai diucap ushul fiqh. Oleh sebab itu ushul fiqh ialah ilmu mengenai 

sumber- sumber serta metodologi hukum merupakan cermat, dalam maksud kalau al- 

quran serta sunnah ialah pangkal fiqh. Atas tutur lain fiqh merupakan produk akhir atas 

ushul fiqh. Atas cara singkat fiqh merupakan asumsi kokoh akan digapai oleh seorang 

mujtahid dalam usahannya menciptakan hukum tuhan. Fiqh mempunyai ketergantungan 

atas hukum- hukum syara’ akan bertabiat efisien akan bersumberkan atas dalil- dalil 

mendetail. Hukum- hukum syara’ tersebutlah akan dipanggil atas fiqh. bagi ulama- ulama 

syara’ (Hukum Islam) fiqh merupakan wawasan mengenai hukum- hukum akan cocok 

atas syara’ hal kebaikan aksi akan didapat atas dalil- dalilnya akan tafshil (terinci dalil- 

dalil ataupun hukum- hukum spesial akan didapat atas dasar- dasarnya, al- quran serta 

sunnah). Ilmu fiqh mempunyai bermacam agen akan mana mangulas hukum- hukum 

syariat sesuai pandangan kehidupan orang. Tiap agen ilmu fiqh mempunyai kedudukan 

berarti dalam melindungi keteraturan kehidupan orang serta warga, salah satunya fiqh 

siyasah. 

Fiqh siyasah merupakan sesuatu ilmu akan didalamnya menelaah mengenai metode 

menata kasus ketatanegaraan islam atas mulai membuat peraturan akan hendak dijadikan 

hukum selaku sesuatu ketentuan akan cocok atas syariat islam atas tujuan buat faedah 

pemeluk. Hal pembidangan fiqh siyasah digolongan ahli fiqh siyasah, bagi Abdurrahman 

Taj mengklasifikasikan amatan fiqh siyasah jadi 7 berbagai, ialah: siyasah dusturiyah, 

siyasah tanfidziyah, siyasah qadhaiyyah, siyasah tasyri’ iyyah, siyasah maliyyah, siyasah 

idatasyah, serta siyasah kharijiyyah. 

Dalam riset ini pengarang lebih mementingkan atas fiqh siyasah tanfidziyah 

(kekusaan administrator). Badan administrator merupakan sesuatu badan akan melakukan 

hukum. Dalam kehidupan tiap hari badan administrator merupakan badan akan 

melaksanakan cakra rezim. 

Kepala negeri serta rezim diadakan selaku guna pengganti kenabian dalam 

melindungi agama serta menata bumi. Peranan akan wajib di emban oleh kepala negeri 

mencakup seluruh peranan biasa bagus akan bertepatan atas tugas- tugas keimanan 

ataupun kemasyarakatan akan ada dalam al- quran serta sunnah semacam menjaga agama, 

melempangkan kesamarataan ataupun menuntaskan bentrokan hak- hak orang, 
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melakukan amar ma’ ruf serta nahi munkar serta jihad, begitu juga dalam QS. Ali- Imran 

(3): 104 akan bersuara: 

ئِّكَهُمُٱلْمُفْلِّ  وَأوُلََٰ وَيَأمُْرُونبَِّٱلْمَعْرُوفِّوَينَْهَوْنَعنَِّٱلْمُنكَرِّ ةيٌَدْعُونَإِّلىَٱلْخَيْرِّ نكُمْأمَُّ حُونَ وَلْتكَُنم ِّ  

Maksudnya:“ Serta harusnya terdapat diselah kalian sekeluarga pemeluk akan 

memanggil atas kebajikan, memerintahkan atas akan ma’ ruf serta menghinatas 

akan mungkar, merekalah banyak orang akan asian. (QS. Ali- imran (3): 104)”. 

Menghinatas terdapatnya kemungkaran, mengajak serta melantamkan buat 

meninggalkan apa akan sepatutnya dibiarkan ataupun mengganti apa akan sepatutnya 

diganti cocok atas apa akan sudah digariskan oleh Islam. Dalam prakteknya tidak cuma 

penguasa saja akan berfungsi buat menanggulangi perkara ketentraman serta kedisiplinan 

biasa, namun warga pula ikut berfungsi buat menanggulangi persolan melindungi 

ketentraman serta kedisiplinan biasa. Atas bertugas serupa dalam meningkatkan 

pemahaman individu buat angkat tangan atas aturan- aturan, aturan, serta sistem akan 

legal. Tiap orang dikira mempunyai tanggung jawab individu umtuk melaksanakan amar 

ma’ ruf nahi munkar. 

Atas fiqh siyasah tanfidziyah rezim bisa memutuskan ganjaran akan atas cara jelas 

tidak cuma diatur oleh nash melainkan bersumber atas faedah akan diperlukan oleh 

warga. 

Indonesia merupakan negeri hukum akan menata aturan masyarakatnya atas cara 

umum. Kehadiran hukum menjembatani kehidupan akan rukun serta aman. Alhasil tiap 

area indonesia mempunyai hukum tertentu. Perbandingan ketentuan serta hukum akan 

bertumbuh melahirkan adat serta bukti diri tertentu untuk warga Indonesia. Indonesia 

mempunyai determinasi Mengenai pembuatan peraturan perundang- undangan akan 

dimana diatur dalam hukum no 12 tahun 2011 mengenai pembuatan peraturan perundang- 

undangan (akan diselanjutnya diucap selaku UU Nomor 12 tahun 2011), tiap peraturan 

perundang- undangan akan legal wajib cocok atas asas- asas akan legal dalam UU Nomor 

12 tahun 2011 semacam dasar dukungan, manusiawi, kebangsaan, kekeluargaan. Didalam 

ilmu perundang- undangan ada terdapatnya jenjang perundang- undangan. Dimana 

jenjang atas peraturan perundang- undangan akan legal diindonesia salah satunya 

merupakan peraturan wilayah kabupaten atau kota. 
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Oleh karena itu tiap wilayah mempunyai hukum akan terdapat dalam wujud 

peraturan wilayah (PERDA) akan disetujui oleh seluruh bagian masyarakatnya. 

Bagi Prayitno, begitu juga akan diambil oleh Elsi Susanti Peraturan Wilayah ialah 

peraturan perundang- undangan akan dibangun oleh Badan Perwakilan Orang Wilayah 

atas persetujuan bersama Kepala Wilayah. Peraturan wilayah terdapat 2 berbagai ialah 

peraturan wilayah provinsi serta peraturan wilayah kabupaten atau kota. Peraturan 

Wilayah ialah salah satu instrumen untuk penguasa wilayah dalam melakukan kewajiban 

serta wewenang bersumber atas sistem independensi wilayah akan membagikan 

wewenang buat mengurus serta menata seluruh hal rumah tangganya sendiri tercantum 

membuat peraturan wilayah akan tentram serta teratur. Dalam penajaan rezim wilayah, 

rezim wilayah diserahkan independensi seluas- luasnya, melainkan hal rezim akan oleh 

hukum didetetapkan selaku hal rezim pusat. Dalam bagan melakukan independensi besar 

di wilayah, hingga rezim wilayah berkuasa memutuskan peraturan wilayah serta 

peraturan- peraturan lain buat melakukan independensi serta kewajiban pembantuan. 

Kehadiran peraturan wilayah ialah penjewantahan atas pemberian wewenang atas 

wilayah dalam mengurus serta menata rumah tangganya sendiri, sebab terdapat bagian 

atas urusan- urusan wilayah tidak hanya diatur dalam hukum serta wajib diatur lebih 

lanjut atas peraturan wilayah. Berhubungan atas wewenang membuat peraturan wilayah 

(PERDA) sudah dipertegas dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Artikel 42 bagian (1) graf 

a didetetapkan kalau“ DPRD memiliki kewajiban serta wewenang membuat perda akan 

diulas atas kepala wilayah buat menemukan persetujuan bersama”. Atas Artikel 344 

didetetapkan kalau“ DPRD Kabupaten atau Kota memiliki kewajiban bersama Bupati 

atau Walikota, mangulas serta membagikan persetujuan konsep perturan wilayah hal 

perhitungan pemasukan serta berbelanja wilayah Kabupaten atau kota akan diajukan oleh 

Bupati atau walikota”. 

Ketentraman serta kedisiplinan warga amat berarti serta memastikan dalam 

kelancaran jalannya rezim, penerapan serta pembangunan dan pembinaan ketentraman 

dalam sesuatu wilayah alhasil tercapainya tujuan akan diharapkan dalam sesuatu wilayah. 

Wilayah merupakan sesuatu tempat akan hendak bertumbuh lalu menembus atas 

kemajuan era serta kemampuan akan dipunyanya. Seluruh pandangan turut berkembang 

serta bertumbuh dan menimbulkan sesuatu kasus akan lingkungan. 
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Kota Pariaman ialah salah satu wilayah di Indonesia akan mempunyai keanekaan 

sosial serta adat akan besar. Warga kota Pariaman ialah warga adat akan menjunjung besar 

akhlak serta Kerutinan adat Minang Kabau ialah“ Adat basandi syarak, syarak basandi 

kitabullah”, Buat menciptakan sesuatu aturan warga semacam filsafah diatas hingga 

diperlukannya sesuatu determinasi peraturan supaya terciptanya warga kota Pariaman 

akan aman serta tentram. Dalam menghasilkan sesuatu situasi akan aman serta tentram 

warga kota Pariaman memutuskan sesuatu aturan mengenai ketentraman serta 

kedisiplinan biasa masyarakatnya dimana dituangkan dalam Peraturan Wilayah (PERDA) 

No 10 Tahun 2018 mengenai Ketentraman serta Kedisiplinan Biasa di Kota Pariaman. 

Ketentraman serta kedisiplinan biasa ialah sesuatu kondisi energik akan 

membolehkan penguasa wilayah serta warga bisa melaksanakan aktivitas akan nyaman, 

tentram, teratur serta tertib. Ketentraman serta kedisiplinan biasa akan diartikan dalam 

Peraturan Wilayah No 10 Tahun 2018 melingkupi bermacam pandangan mengenai: 

teratur orang, teratur rumah kos serta kontrakan, teratur sosial, teratur orang dagang serta 

upaya bisnis, teratur jalur, teratur hiburan serta game atas bulan Ramadhan, teratur 

amoral, teratur siswa, teratur minuman keras. Perihal ini bermaksud menghasilkan situasi 

kehidupan warga akan nyaman, melingkupi ketentuan terpaut pantangan dalam bersikap 

akan mengusik ataupun beresiko, peraturan ini tertuju buat membenarkan warga bisa 

hidup berdampingan atas cara serasi. Dalam bagan razia serta pengawasan ketentraman 

serta kedisiplinan biasa, walikota ataupun administratur akan ditunjuk berhak 

menginstruksikan lembaga terpaut buat melaksanakan aksi melindungi, represif, serta 

aksi cocok atas determinasi per Undang- Undangan akan legal keatas pelakon 

pelanggaran. Walikota bisa membuat regu razia kombinasi akan mengaitkan biro lembaga 

terpaut, badan swadaya warga, figur warga resmi ataupun non resmi. 

kehadiran satpol- PP amatlah berarti buat menciptakan ketentraman serta 

kedisiplinan biasa di dalam warga untuk mensupport suksesnya penerapan independensi 

wilayah. Lingkup guna serta kewajiban satpol- PP dalam pembinaan ketentraman serta 

kedisiplinan biasa atas dasarnya lumayan besar, alhasil dituntut kesiapan petugas bagus 

jumlah badan, mutu personil tercantum kejujuran dalam melakukan tugas- tugasnya. 

Dalam peraturan wilayah No 10 tahun 2018 mengenai ketentraman serta 

kedisiplinan biasa Kota Pariaman salah satu isinya menata mengenai kedisiplinan sosial, 
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akan mana ada dalam artikel 11 akan mengatakan kalau“ Tiap orang dilarang mengemen 

di Kantor Rezim, belokan lampu merah, subjek darmawisata ataupun sarana biasa akan 

lain di area Kota pariaman”. 

Berhubungan atas terdapatnya ketentuan diatas tiap warga di kota pariaman 

dilarang buat melaksanakan aktivitas mengamen disebabkan hendak memunculkan 

ketidaktentraman digolongan warga semacam di subjek darmawisata ataupun sarana 

biasa lainnyaa. 

Bersumber atas tanya jawab dini atas seseorang orang dagang kaki 5 ialah Ayah 

Zulkifli di Tepi laut Gandoriah Pariaman berkata kalau kedudukan penguasa dalam 

penangkalan pelanggaran ketentraman serta kedisiplinan biasa spesialnya pengamen 

sedang tidak efisien memandang banyaknya pengamen akan mondar mandir ke tempat 

subjek darmawisata spesialnya tepi laut gandoriah pariaman, tidak cuma itu apalagi 

pengemen itu melaksanakan pemaksaan jika tidak dikasi duit, berikutnya Ayah Zulkifli 

pula berkata pengamen itu mengusik serta menggelisahkan untuk wisatawan akan 

menimbulkan minimnya atensi wisatawan ke tempat subjek darmawisata itu alhasil 

wisatawan mencari tempat lain buat didatangi alhasil menyebabkan pemasukan untuk 

orang akan berdagang menurun. 

Memandang situasi banyaknya pengamen nyata menganggu serta menggelisahkan 

untuk warga setempat serta wisatawan sebab kehadiran pengamen di tengah warga bisa 

dikategorikan selaku penyakit sosial. Tidak hanya itu kehadiran mereka pula berlawanan 

atas nilai- poin hukum berpotensi tingkatkan kejahatan, dan memunculkan kendala 

keamanan serta kedisiplinan biasa. Meski telah terdapat ganjaran untuk pengamen, tetapi 

dalam faktanya di Kota Pariaman sedang banyak pengamen akan sedang mangkal 

diberbagai subjek darmawisata. Perihal itu membuktikan tidak berjalannya penerapan 

artikel 11 perda Kota Pariaman no 10 tahun 2018 terpaut pengamen di Kota Pariaman. 

Atas uraian tanya jawab diatas kenyataan alun- alun akan pengarang temui kalau 

kedudukan penguasa kota Pariaman dalam melakukan perda no 10 tahun 2018 artikel 11 

mengenai ketentraman serta kedisiplinan biasa ialah rezim wilayah sudah membuat 

peraturan wilayah akan berhubungan atas ketentraman serta kedisiplinan biasa, namun 

sebab minimnya pemahaman hukum sedang banyak warga akan melanggar peraturan 
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wilayah akan sudah terbuat. Kurang tegasnya penerapan penegakkan peraturan wilayah 

pula jadi salah satu aspek alhasil tidak berjalan atas bagus. 

Bersumber atas penjelasan diatas, hingga amat relevan bila pengarang amat terpikat 

buat menelaah lebih lanjut keadaan akan berhubungan atas peraturan wilayah keatas 

ketentraman dan  kedisiplinan biasa di Kota Pariaman atas judul penelitian “Implementasi 

Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kota 

Pariaman Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah. 

METODE PENELITIAN   

Jenisnnya riset ini ialah riset alun- alun (field research) atas pendekatan kualitatif 

dalam riset ini periset mengenakan 2 buah pangkal yairtu informasi pokok serta informasi 

inferior atas metode pengumpulan informasi, tanya jawab, pemantauan, pemilihan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

1. Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

Ketentraman merupakan selaku situasi akan melingkupi keamanan, 

keselamatan, ketenangan, kenyamanan, dan keteraturan. 

ketentraman merupakan keamanan, kedamaian, ketenangan kenyamanan, 

kedisiplinan serta tertib, dimana tidak hendak tiba kekacauan serta kekalutan alhasil 

daerah- daerah nyaman serta banyak orang didaerah itu bertugas atas hening serta 

tertib cocok peraturan akan legal, menimbulkan terciptanya kelancaran profesi. 

Selanjutnya sebagian pandangan akan efeki ketentraman warga: Aspek 

penganjur 1) Kemesraan sosial dimana terdapatnya ikatan dampingi masyarakat 

akan bagus serta silih meluhurkan. 2) Kesamarataan: Penguasa akan seimbang serta 

tembus pandang. 3) Pemahaman hukum: pengakuan serta uraian masyarakat keatas 

hukum. 4) Pendidikan: akses pendidikan akan menyeluruh serta bermutu. 5) 

Ekonomi normal: 

merujuk atas situasi perekonomian sesuatu negeri akan tidak hadapi 

instabilitas berlebihan dalam indikator- indikator ekonomi penting semacam inflasi, 

pengangguran, perkembangan ekonomi, serta poin ubah. 6) Kultur serta 

kepemimpinan efisien: hidmat keatas keanekaan adat, dan atasan akan bijak serta 
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bertanggung jawab. Aspek penghalang 1) Bentrokan serta kejahatan aksi pidana 

semacam perampokan serta perampokan. 2) Penggelapan serta diskriminalitas 

semacam penyalahgunaan kewenangan buat kebutuhan individu 3) Pengangguran: 

keterbatasan alun- alun kegiatan. 4) Musibah alam: musibah akan menganggu 

kedisiplinan warga. 

Kedisiplinan biasa merupakan atmosfer leluasa akan terencana, tertuju atas 

lapisan akan didambakan oleh warga, akan jadi tujuan hukum, kedisiplinan itu ialah 

kaca terdapatnya barometer, prinsip serta petunjuk untuk orang di dalam pergaulan. 

Tujuan akan mau digapai dalam penegakkan ketentraman serta kedisiplinan 

biasa merupakan selaku selanjutnya: 1) Terjaganya keamanan serta martabat tiap 

badan masyarakatnya. 2) Terciptanya atmosfer teratur, nyaman, tentram, tertib dan 

leluasa atas rasa khawatir serta efek bahaya raga ataupun jiwa, untuk 

terselenggaranya aturan kehidupan warga akan berjalan serta terpelihara atas bagus. 

3) Terjaganya kesempurnaan serta aliansi warga. 4) Terjaganya nilai- poin adat, adat 

istiadat, serta agama ditengah- tengah warga. 

Guna serta tujuan kedisiplinan biasa selaku alas buat penerapan sesuatu aksi 

kertiban biasa ialah selaku selanjutnya: 1) determinasi hal kedisiplinan biasa 

bermaksud selaku referensi untuk penguasa wilayah dalam melaksanakan guna 

pengawasan, penangkalan, serta penindakan terhadap 

seluruh kegiatan akan mengganggu kedisiplinan warga. 2) Peraturan hal 

kedisiplinan biasa bermaksud mendesak kesertaan serta pemahaman warga dalam 

usaha menghasilkan, melindungi, dan menjaga kondisi akan teratur, nyaman, tertib, 

serta berkepanjangan dalam kehidupan sehari- hari.1 

2. Konsep Peraturan Daerah 

Peraturan wilayah (perda) merupakan salah satu tipe peraturan perundang- 

undangan akan dibangun oleh Badan Perwakilan Orang Wilayah (DPRD) bersama 

atas Kepala Wilayah buat menata keadaan akan jadi wewenang wilayah dalam 

bagan melakukan independensi wilayah. 

 
1 Dedy Suhendi, Peran Satuan Polisi Pamong Praja., 39. 
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Dalam hukum No 32 tahun 2004 artikel 136 mengenai Rezim Wilayah ada 

guna peraturan wilayah selaku selanjutnya: 1) Pengaturan di selenggarakan dalam 

bagan penajaan independensi wilayah serta kewajiban pembatuan. 2) Penajaan 

pengaturan selaku bentuk pemaparan hal peraturan perundang- undangan akan lebih 

besar atas mencermati karakteristik khas akan dipunyai wilayah tiap- tiap. 3) 

Menyelenggarakan pengaturan keatas keadaan akan berhubungan atas poin 

kebutuhan biasa. 4) Menyelenggarakan pengaturan hal keadaan akan ditaksir tidak 

berlawanan atas pengaturan akan tingkatnya lebih besar. 

Disahkannya Hukum No 12 Tahun 2011 mengenai Pembuatan Peraturan 

Perundang- undangan, hingga pembuatan peraturan perundang- undangan sudah 

berintegrasi di dalam sesuatu hukum. 

Peraturan wilayah Kota atau Kabupaten merupakan Peraturan Perundang- 

undangan akan dibangun oleh Badan Perwakilan Orang Wilayah Kota atau 

Kabupaten atas persetujuan bersama Bupati atau Walikota. 

Pembuatan peraturan wilayah wajib dilandasi oleh dasar pembuatan 

perundang- undangan atas biasanya, selah lain: 1) Berpihak atas kebutuhan orang, 

2) Menjunjung besar hak asas orang, 3) Berwawasan area serta adat. 

Ada pula determinasi hal kedisiplinan salah satunya diatur dalam ayat II 

artikel 11 peraturan wilayah kota Pariaman No 10 Tahun 2018 mengenai pengamen 

akan mana“ tiap orang dilarang mengamen di kantor rezim, belokan lampu 

kemudian rute, jalur, subjek darmawisata, ataupun sarana biasa akan lain di area 

kota Pariaman”. 

Bersumber atas artikel 11 akan sudah di uraikan di atas, akan mana di 

dalamnya menata hal rezim wilayah di kasih wewenang spesial selaku interogator, 

ditunjuk melaksanakan pengawasan keatas penerapan kedisiplinan biasa. 

Usaha buat mendapatkan situasi teratur begitu juga akan jadi orang serta 

Peraturan Wilayah ini tidak sekedar jadi kewajiban serta tanggung jawab warga, 

orang ataupun tubuh atas cara siuman turut dan menghasilkan serta menjaga 

kedisiplinan. Tetapi begitu, aksi keatas pelanggaran Peraturan Wilayah ini butuh 

dicoba atas cara tidak berubah- ubah serta bertanggung jawab oleh Dasar Polisi 

Pelindung Praja (Satpol- PP) serta administratur interogator karyawan negara akan 
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handal ataupun profesional begitu juga akan diamanatkan dalam artikel 148 serta 

artikel 149 hukum No 32 Tahun 2004 mengenai Penguasa Wilayah. 

1. Pengamen 

Pegamen jalanan merupakan aktivitas main nada atas satu tempat ke 

tempat lain atas menginginkan balasan ikhlas atas pementasan akan mereka 

suguhkan. 

perihal akan menimbulkan terdapatnya pengamen diefeki oleh aspek 

dalam serta aspek eksternal. Aspek dalam serta aspek eksternal dipaparkan 

selaku selanjutnya: 1) Aspek Internal mencakup: keengganan, tidak ingin 

bertugas keras, tidak kokoh psikologis, cacat raga serta kejiwaan, terdapatnya 

independensi hidup buat tidak tergantung atas orang lain. 2) Aspek eksternal 

mencakup: aspek ekonomi dimana pengamen jalanan dihadapkan atas 

kekurangan keluarga serta sempitnya alun- alun profesi akan terdapat, aspek 

sosial bisa menyebabkan arus urbanisasi masyarakat atas Dusun ke Kota tanpa 

diiringi kesertaan warga dalam upaya keselamatan sosial, aspek intelektual 

ialah terdapatnya kerenggangan keluarga akan menimbulkan anak tidak 

terawat. 

Bersumber atas pemaparan diatas bisa ditarik kesimpulan kalau faktor- 

faktor akan menimbulkan timbulnya pengamen merupakan terdapatnya 2 

aspek ialah aspek dalam serta eksternal. Aspek dalam hal keengganan serta 

apalagi independensi buat bisa penuhi keinginan hidup tanpa tergantung atas 

orang lain sebaliknya aspek eksternal mencakup situasi ekonomi keluarga 

akan lemas, kurang serasi, kultural serta pendidikan.2 

B. Konsep Fiqh Siyasah Tanfidziyah 

1. Fiqh Siyasah 

Fiqh siyasah ialah aksi orang dalam mengatur sesuatu permasalahan akan 

berwarna Islam supaya tercapainya faedah pemeluk supaya cocok atas syara’. Hasbi 

Al- Shiddiqie memilah subjek amatan fiqh siyasah dibagi jadi 8, ialah: Siyasah 

Dusturiyah (politik perundang- undangan), Siyasah Tasyri’ iyyah (politik hukum), 

 
2 Desi Kristiana, “Interaksi Sosial Atas Pengamen Disekitar Terminal Tirtonadi Surakarta”, (Surakarta: 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta (Skripsi), 2009), 19. 
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Siyasah Qadhaiyah (politik peradilan), Siyasah Maliyyah (politik ekonomi), 

Siyasah Iatasyyah (politik administrasi negeri), siyasah dauliyyah (politik ikatan 

global), Siyasah Tanfidziyah (politik penerapan perundang- undangan), siyasah 

harbiyyah (politik peperangan). 

Prinsip-prinsip akan menata penerapan kebijaksanaan ataupun sesuatu 

ketentuan buat menggapai faedah pemeluk dalam fiqh siyasah merupakan: 1) 

Prinsip kesamarataan, b) Pertanggung balasan seseorang atasan serta ketaatan orang 

atas pemimpinnya, c) Konferensi, d) Prinsip Persamaan 

2. Fiqh Siyasah Tanfidziyah 

Fiqh siyasah tanfidziyah merupakan bagian fiqh akan menata penerapan 

peraturan perundang- undangan akan dilaksanakan ataupun dijalani oleh Negeri 

atau rakyatnya. 

Fiqh siyasah tanfidziyah mencangkup aspek kehidupan akan amat besar serta 

komplek. Sekalipun begitu atas cara biasa patuh ini mencakup keadaan selaku 

selanjutnya: 1) Perkara serta ruang lingkup ulasan. 2) Perkara imamah, hak serta 

peranan. 3) Perkara orang, statusnya serta hak- haknya. 4) Perkara bai’ at. 5) Perkara 

perwakilan. 6) Perkara perwakilan. 7) Perkara ahlul halli wal aqdi. 8) Perkara 

wizarah serta perbandingannya. 

Bersumber atas penafsiran fiqh siyasah tanfidziyah ada sebagian wujud fiqh 

siyasah tanfidziyah selah lain: 1) Pembuatan Hukum (Legislasi) 2) Kebijaksanaan 

Khalayak 3) Pengaturan Hak serta Peranan Masyarakat Negeri 4) Aplikasi Ganjaran 

serta Ganjaran 5) Kepemimpinan serta Penentuan Biasa. 

1) Al- quran QS. Al- Maidah bagian 8 akan bersuara: 

ٰٓىالَََّ  نقُوَْمٍعَلَٰ مَنَّكُمْشَنَاَٰ وَلََيَجْرِّ شُهَداَۤءَبِّالْقِّسْطِِّۖ يْنَلِّلّٰهِّ امِّ مَنوُْاكُوْنوُْاقوََّ يْنَاَٰ ٰٓايَُّهَاالَّذِّ لوُْاۗهوَُاقَْرَبلُِّلتَّقْوَٰ يَٰ لوُْاۗاِّعْدِّ تعَْدِّ

بِّمَاتعَْمَلوُْنَ  اِّنَّاللّٰهَخَبِّيْرٌٌۢ وَاتَّقوُااللّٰهَۗ  ىِۖ

Maksudnya:“ Aduhai banyak orang akan beragama, jadilah kalian 

penegak (bukti) sebab Allah (serta) saksi- saksi (akan berperan) atas 

seimbang. Janganlah kebencianmu keatas sesuatu kalangan mendesak 

kalian buat legal tidak seimbang. Berlakulah seimbang sebab 
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(seimbang) itu lebih dekat atas bakti. Bertakwalah atas Allah. 

Sebetulnya Allah Mahateliti keatas apa akan kalian kerjakan”. 

2) Hadist 

Sehabis al- qur’ an pangkal hukum siyasah tanfidziyah merupakan 

hadist. Hadist merupakan seluruh suatu akan ditumpukan atas Rasul 

Muhammad SAW, bagus atas percakapan, aksi, atau persetujuan. Atas cara 

etimologi, hadist berarti aturan metode. Bagi pakar ushul fiqh, hadist 

merupakan sabda rasul Muhammad SAW akan bukan berawal atas al- qur’ an, 

profesi, ataupun ketetapannya. 

Guna hadist merupakan memantapkan serta mempertegas hukum- 

hukum akan itu dalam al- qur’ an ataupun diucap ta’ kid serta takrir, 

membagikan uraian keatas apa akan diartikan dalam al- qu’ an dalam perihal 

menarangkan maksud akan sedang buram. 

3) Ijma’ Bagi bahasa (etimologi) tutur ijma’ berawal atas bahasa arab ajma’ a- 

yujmi’ u akan memiliki 2 maksud awal, ketetapan batin buat melaksanakan 

suatu ataupun menyudahi buat melakukan suatu. Kedua, memiliki maksud 

perjanjian (al- intifaq). Sebaliknya atas cara sebutan (terminologi) ijam’ ialah 

perjanjian para pemimpin mujtahid mengenai sesuatu problematika atas 

sesuatu era sehabis era Rasulullah Saw. 

Para malim ushul fiqh memakai bagian ini selaku ajaran akan 

mensupport keabsahan ijma’ dimana patuh atas malim akan akur merupakan 

bagian atas mematuhi perintah allah dalam bagian ini. 

Qiyas ialah sesuatu metode pemakaian ra’ yu buat menggali hukum 

syara’ dalam keadaan akan nash al- qur’ an serta sunnah tidak memutuskan 

ketetapannya atas cara nyata. Atas dasarnya terdapat 2 berbagai metode 

pemakaian ra’ yu, ialah, pemakaian ra’ yu akan sedang merujuk atas nash serta 

pemakaian ra’ yu atas cara leluasa tanpa mengaitkannya atas nash. Wujud 

awal atas cara simpel diucap qiyas, walaupun qiyas tidak memakai nash atas 

cara langsung, namun sebab merujuk atas nash, hingga bisa dibilang kalau 

qiyas pula memakai nash meski tidak atas cara langsung.3 

 
3 Edy Muslimin, “Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam,” Mamba’ul ’Ulum 15, No. 2 (2019): 224. 
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C. Hasil Penelitian 

1. Monografi Kota Pariaman 

Riset ini dicoba di kota Pariaman, Dusun Desa Terkini, Kecamatan Pariaman 

Tengah, Sumatera Barat. Atas cara historis, Pariaman diketahui selaku pusat 

pengembangan anutan Islam akan tertua di tepi laut barat Sumatera. Salah 

seseorang malim akan populer semacam alm. Syekh Burhanuddin ialah anak didik 

atas Penceramah Sangko akan bermakam di Pulau Angso Duo akan saat ini 

diketahui atas“ makam jauh”. 

Bagi hukum Nomor 12 Tahun 2011 Jo. UU Nomor. 15 Tahun 2019 Jo. UU 

Nomor 13 Tahun 2022 mengenai pembuatan peraturan perundang- undangan akan 

ada atas artikel 1 akan bermuatan kalau Peraturan Wilayah Provinsi ialah Peraturan 

perundang- undangan akan dibangun oleh Badan Perwakilan Orang Wilayah 

Provinsiatas persetujuan bersama Gubernur sebaliknya Peraturan Wilayah 

Kabupaten atau kota merupakan Peraturan perundang- undangan akan dibangun 

oleh DPRD Kabupaten atau Kota atas persetujuan bersama Bupati atau Walikota. 

Akan mana UU ini dibangun serta diundangkan atas bertepatan atas 12 agustus 

2011. 

Oleh sebab itu penguasa wilayah kota pariaman menghasilkan perda akan 

menata mengenai ketentraman serta kedisiplinan biasa dimana tertuang atas perda 

kota pariaman No 10 Tahun 2018 mengenai Ketentraman serta Kedisiplinan Biasa. 

Perda Kota Pariaman No 10 Tahun 2018 mengenai Ketentraman serta Kedisiplinan 

Biasa sudah diresmikan di Kota Pariaman atas bertepatan atas 26 Desember 2018 

akan terdiri atas VIII ayat serta 33 artikel. 

Pantangan pengamen dalam Perda No 10 Tahun 2018 diatur dalam artikel 11 

akan bersuara:“ tiap orang dilarang mengamen di kanot rezim, belokan lampu 

kemudian rute, jalur, subjek darmawisata ataupun sarana biasa akan lain diwilayah 

kota pariaman”. 

Bisa disimpulkan kalau ketentraman serta kedisiplinan biasa amatlah berarti 

untuk warga. Oleh sebab itu penguasa kota pariaman membuat perda buat 

menggapai keselamatan dimasyarakat. Ketentraman serta kedisiplinan biasa 

tidaklah perihal gampang buat dijalani disebabkan sedang banyak warga akan 
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melanggar peraturan akan sudah terdapat paling utama atas Perda Kota Pariaman 

No 10 tahun 2018 artikel 11 mengenai pantangan terdapatnya pengamen. 

2. Aplikasi Peraturan Wilayah No 10 tahun 2018 Artikel 11 Mengenai Pantangan 

Mengamen Di kota pariaman 

1) Komunikasi 

Komunikasi selah Penguasa akan membuat kebijaksanaan atas penerapan 

kebijaksanaan kurang efisien ataupun kurang baik. Sesungguhnya pandangan 

komunikasi amat berarti dicoba oleh Penguasa Wilayah ataupun Rezim Nagari, 

dalam Perda No 10 Tahun 2018 artikel 11, atas langkah aplikasi Perda ini 

dilaksanakan oleh seluruh pihak akan terdapat di Kota Pariaman, bagus penguasa 

ataupun warga. 

Tetapi, atas hasil riset dilapangan sedang banyak warga akan tidak mengenali 

ataupun melanggar ketentuan- ketentuan akan ada atas artikel 11 dalam Perda No 

10 Tahun 2018 Mengenai ketentraman serta Kedisiplinan Biasa alhasil sedang 

banyak warga melanggar perda itu atas bermacam alibi akan dikemukakan oleh 

warga, perihal ini diamati atas tidak terdapatnya pemasyarakatan akan dicoba 

penguasa wilayah atas warga hal terdapatnya perda akan menata mengenai 

pantangan pengamen. 

2) Pangkal Daya 

Rendahanya mutu pangkal energi orang jadi salah satu halangan untuk 

penerapan kebijakn akan berimplikasi atas kemampuan akan dihasailkan. Dimana 

minimnya training ataupun penataran pembibitan, era kedudukan akan relatif 

pendek perihal ini menyebabkan kesusahan dlaam menjaga personil akan 

profesional ialah penanda lain akan menguatkan kurang terpenuhinya pandangan 

pangkal energi orang dalam aplikasi kebijaksanaan. 

Berikutnya permasalahan finansial, begitu juga diindikasikan oleh mayoritas 

institusi rezim senantiasa dihadapkan atas situasi akan kurang mencukupi. 

Keterbatasan sarana buat menerapkan kebijkan ialah penanda lain atas pangkal 

energi akan belum terkabul atas cara efisien. Kekurangan alat serta infrastruktur, 

semacam akan dibilang oleh pihak Satpol- PP ialah di dalam 4 kecamatan cuma 

terdapat satu truck Dalmas akan langlang, alhasil karyawan akan bekerja ke alun- 
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alun jadi terbatas. Sebab perihal inilah tidak berjalannya kemampuan Satpol- PP 

dalam menerapkan Perda akan terdapat di Kota Pariaman. 

Penguasa wilayah dalam perihal ini sedang belum maksimal dalam 

melaksanakan tugasnya sebab sedang terdapat sebagian area di Kota Pariaman 

belum penuhi peraturan itu. 

3) Catatan ataupun Sikap 

Atas aplikasi Perda No 10 Tahun 2018 mengenai ketentraman serta 

kedisiplinan biasa di Kota Pariaman, diamati atas bidang tingkatan dorongan 

ataupun orang, dan wawasan dalam melaksanakan tugas- tugas aplikasi 

kebijaksanaan, serta agama dalam mensupport tujuan serta visi tujuan serta 

kebijaksanaan akan dijalani amatlah kecil, sementara itu tindakan serta dorongan 

atas orang keatas kebijaksanaan akan diimplementasikan bisa efeki teralisasinya 

suatu kebijaksanaan. 

Kecondongan tindakan implementor ataupun eksekutif bisa diamati atas 

tanggung jawab petugas dalam melakukan kewajiban. Perihal ini membuktikan 

kalau aparat mempunyai komitmen akan bagus dalam melaksankan kewajibannya 

walaupun dibutuhkan atensi akan besar keatas eksekutif kewajiban serta guna 

institusi selaku perbuatan lanjut dalam komitmen, disamping itu sokongan para 

administratur eksekutif amat diperlukan sebab terdapatnya sokongan atas penguasa 

amat efeki aplikasi dalam suatu kebijkan itu, supaya menggapai tujuan atas cara 

efesien. 

Bentuk atas sokongan penguasa itu berbentuk menaruh kebijaksanaan itu jadi 

prioritas, mencermati penyeimbang wilayah, kaum, serta karakter demografi akan 

lain. Tidak hanya itu penyediaan anggaran akan lumayan unutk mendukung pangkal 

energi supaya penguasa terpaut bertugas atas cara keseluruhan dalam melakukan 

kebijaksanaan. 

Tindakan para eksekutif kebijakn semacam warga sedang banyak akan tidak 

mengenali ataupun mensupport terdapatnya ketentuan ataupun diucap atas Perda 

No 10 Tahun 2018 mengenai Keterntraman serta Kedisiplinan biasa dan tidak 

mensupport pasal- pasal akan ada dalam perda itu salah satunya artikel 11 mengenai 

pengamen. Perihal ini dibuktikan atas sedang banyak warga akan melanggar 
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kebijaksanaan itu, atas bermacam alibi mereka, walaupun mereka mengenali atas 

mulut ke mulut sebenarnya terdapat perda akan mencegah. 

Tindakan akan diserahkan oleh warga telah membuktikan kalau penerapan 

aplikasi Perda No 10 Tahun 2018 Artikel 11 mengenai dilarang mangemen belum 

sukses ataupun belum efisien dijalani. Perihal ini begitu juga di informasikan oleh 

Kasi Pelacakan serta Investigasi Satpol- PP ialah Ayah Romi, melaporkan kalau: 

Kurang tegasnya penguasa terpaut hendak tanggung jawabnya dalam aplikasi 

Perda itu perihal itu menyebabkan perhatian serta disiplin warga, paling utama 

warga Kota Pariaman keatas kebijaksanaan itu sedang terkategori kecil, alhasil 

aplikasi keatas kebijaksanaan itu tidak berjalan atas wajar ataupun efisien. 

4) Bentuk Birokrasi 

Metode standar sudah diupayakan sedemikian muka alhasil petunjuk 

penerapan kebijaksanaan bisa dilaksanakan tanpa metode akan berkait serta 

dicocokkan atas sumber- sumber akan terdapat dan kesamaan aksi atas para 

eksekutif. Hal fragmentasi bisa diamati atas jelasnya Metode Operasional Standar 

atas tiap kebijaksanaan akan hendak mempermudah eksekutif buat melakukan 

Perda No 10 Tahun 2018 Mengenai Ketentraman serta Kedisiplinan biasa. Tiap- 

tiap pihak akan terpaut mengenali kewajiban serta tanggung jawab cocok metode 

akan legal. Tetapi bila diamati atas pola ikatan selah lembaga terpaut dalam 

keamanan serta kedisiplinan biasa belum seluruhnya terselenggara atas bagus. 

Atas kejelasan kewajiban serta tanggung jawab tiap- tiap bagian, serta 

terdapatnya kegiatan serupa akan bagus selah lembaga terpaut keatas eksekutif 

kebijaksanaan diharapkan hendak bisa minimalisir tampaknya hambatan- hambatan 

dalam melakukan kebijaksanaan. Dalam melakukan kebijaksanaan ditengah- 

tengah warga memanglah tidak gampang. Sedang banyak kendala- kendala akan 

dialami, bagus atas pandangan dalam ataupun atas eksternal badan ataupun warga. 

Perda No 10 Tahun 2018 Mengenai Ketentraman serta Kedisiplinan biasa 

aplikasi atas artikel 11 mengenai pantangan mengamen kalau peraturan ini belum 

dapat dibilang efisien disebabkan sedang banyak warga akan melanggar artikel 11 

serta minimnya tanggung jawab lembaga terpaut keatas aplikasi Perda. 
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3. Kajian Fiqh Siyasah Tanfidziyah keatas Perda No 10 Tahun 2018 Mengenai 

Ketentraman serta Kedisiplinan Biasa Atas Artikel 11 Mengenai Pantangan 

Mengamen Di Kota Pariaman 

1) Prinsip keadilan 

Dalam fiqh siyasah prinsip kesamarataan ialah prinsip- prinsip akan 

tidak terpisahkan, sebab dalam Al- quran sendiri terdapat beberapa bagian 

akan atas cara jelas membahas serta menginstruksikan atas banyak orang akan 

beragama buat legal seimbang semacam di dalam Qs. An- Nisa bagian 135: 

الْوَالِّديَْنِّوَالََْ  كُمْاوَِّ ىانَْفسُِّ
ٰٓ وَلوَْعَلَٰ شُهَداَۤءَلِّلّٰهِّ يْنبَِّالْقِّسْطِّ امِّ مَنوُْاكُوْنوُْاقوََّ يْنَاَٰ َ ايَُّهَاالَّذِّ اِّنْيَّكُنْغنَِّيًّااوَْفقَِّيْرًافَاللّٰهُا قْرَبِّيْنََۚ

ىانَْتعَْ  ٰٓ مَاۗفلَََتتََّبِّعوُاالْهَوَٰ ىبِّهِّ ضُوْافَاِّنَّاللّٰهَكَانبَِّمَاتعَْمَلوُْنَخَبِّيْرًاوْلَٰ ااوَْتعُْرِّ وَاِّنْتلَْوٰٓ لوُْاَۚ ۝١٣٥دِّ  

Maksudnya: Aduhai banyak orang akan beragama, jadilah kalian 

penegak kesamarataan serta saksi sebab Allah, meski bukti itu 

membebankan dirimu sendiri, bunda bapakmu, ataupun kerabatmu. Bila 

ia (akan diberatkan dalam bukti) banyak ataupun miskin, Allah lebih 

pantas ketahui (faedah) keduanya. Hingga, janganlah kalian menjajaki 

hawa hasrat sebab mau menyimpang (atas bukti). Bila kalian 

memutarbalikkan (perkata) ataupun menoleh (sungkan jadi saksi), 

sebetulnya Allah Mahateliti keatas seluruh apa akan kalian kerjakan. 

Bagian diatas menekankan berartinya melempangkan kesamarataan 

serta jadi saksi akan seimbang, apalagi bila menakankut diri sendiri, keluarga 

ataupun saudara. Bagian ini pula mengarahkan pemeluk beragama buat 

senantiasa mengakkan kesamarataan serta bersaksi atas jujur sebab Allah, 

tanpa diefeki oleh hawa hasrat, kekayaan, ataupun status sosial. 

Dalam perihal ini wajib membenarkan kalau tidak terdapat pihak akan 

dizalimi ataupun dibebani secra tidak seimbang, bila perda membagikan 

ganjaran akan sangat berat hingga butuh ditinjau balik atas ujung penglihatan 

kesamarataan. 

2) Prinsip pertanggung balasan seseorang atasan serta ketaatan orang atas 

pemimpinya. 
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Kepemimpinan ialah cara dimana seseorang orang efeki segerombol 

orang buat menggapai tujuan serta wajib bisa bertanggung jawab sebab atasan 

ialah tepercaya Allah. Dalam QS As- Sadd bagian 26 akan bersuara: 

لَّكَعَنْسَبِّيْلَِّ  ىفيَضُِّ الْهَوَٰ بِّالْحَق ِّوَلََتتََّبِّعِّ فَاحْكُمْبيَْنَالنَّاسِّ كَخَلِّيْفَةفًِّىالََْرْضِّ داَوداُِّنَّاجَعَلْنَٰ ِّ يَٰ للّّٰ لُّوْنعََنْسَبِّيْلَِّ يْنَيَضِّ اِّنَّالَّذِّ للّٰهِّۗ

 
ࣖ
سَابِّ بِّمَانسَُوْايَوْمَالْحِّ يْدٌٌۢ  لهَُمْعَذاَبشٌَدِّ

Maksudnya: Allah berkata,“ Aduhai Daud, sebetulnya Kita 

menjadikanmu khalifah (penguasa) di alam. Hingga, berilah ketetapan 

(masalah) di selah orang atas hak serta janganlah menjajaki hawa hasrat 

sebab hendak menyesatkan anda atas jalur Allah. Sebetulnya banyak 

orang akan menyimpang atas jalur Allah hendak menemukan hukuman 

akan berat, sebab mereka melalaikan hari Kalkulasi. 

Selaku atasan, seorang wajib menguasai kalau kepemimpinan bukan 

cuma mengenai menggenggam kewenangan, namun pula mengenai penuhi 

tepercaya akan diserahkan oleh Allah. Seseorang atasan wajib mempunyai 

integritas akan besar, kebijaksanaan, serta keahlian buat mengutip ketetapan 

akan pas untuk kebaikan pemeluk akan dibimbingnya. Tetapi, tidak cuma 

atasan akan bertanggung jawab dalam kepemimpinan. Akan dipandu pula 

mempunyai kedudukan berarti dalam melaksanakan kepemimpinan akan 

bagus. Akhirnya, kepemimpinan merupakan tanggung jawab besar akan 

diserahkan oleh Allah. 

3) Prinsip konferensi serta keselamatan. 

Konferensi dikira selaku metode akan bagus buat menggapai 

kesamarataan, meluhurkan perbandingan opini, serta mendesak kesertaan 

aktif atas semua badan warga. Bagi Al- Ghazali memaknakan keselamatan 

merupakan tercapainya faedah. Buat mewujudkan tujuan syariah supaya bisa 

menciptakan faedah, Al- Ghazali menarangkan mengenai sumber- sumber 

keselamatan ialah atas terpeliharanya agama, jiwa, ide, generasi serta ide. 

Begitu juga dalam surah Asy- Syura Bagian 38: 

هُمْينُْفِّقوُْنََۚ  ارَزَقْنَٰ مَّ وَمِّ ىبيَْنهَُمِْۖ وَامَْرُهمُْشُوْرَٰ وةَِۖ لَٰ مْوَاقََامُواالصَّ يْنَاسْتجََابوُْالِّرَب ِّهِّ  وَالَّذِّ

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jahk


JURNAL ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN 

Vol 6, No 4, Tahun 2025  

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jahk  

71 

Maksudnya: Pula lebih bagus serta lebih abadi untuk) banyak orang 

akan menyambut (menaati) jeritan Tuhan serta melakukan doa, 

sebaliknya hal mereka (diputuskan) atas konferensi di selah mereka. 

Mereka menginfakkan beberapa atas keuntungan akan Kita 

anugerahkan atas mereka. 

Konferensi sudah jadi bagian integral atas adat Arab serta Islam 

semenjak era Rasulullah Muhammad SAW. Dalam asal usul Islam, konferensi 

dipakai dalam bermacam kondisi, tercantum dalam pengumpulan ketetapan 

politik, penanganan bentrokan, serta pembuatan hukum, Konferensi dikira 

selaku metode akan bagus buat menggapai kesamarataan, meluhurkan 

perbandingan opini, serta mendesak kesertaan aktif atas semua badan warga. 

4) Prinsip persamaan 

Prinsip pertemuan ataupun diucap atas prinsip Al- Musawah ialah 

prinsip akan menekankan kesetaraan serta non- diskriminasi di selah seluruh 

orang dalam kehidupan bernegara. Prinsip ini Berhubungan atas terdapatnya 

rumor politik bukti diri, prinsip ini menerangkan kalau seluruh masyarakat 

negeri mempunyai hak akan serupa dalam cara politik, bagus dalam memilah 

ataupun diseleksi. Politik bukti diri kerap kali menguatkan perbandingan, 

namun atas prinsip AlMusawah, seluruh pihak dihormati serta dipoin tanpa 

memandang kerpoin balik mereka. 

Di Indonesia sendiri, tiap orang akan ialah masyarakat negeri 

mempunyai hak serta peranan akan serupa di depan hukum. Perihal ini 

tertuang dalam artikel 27 Bagian (1) UUD 1945 akan bersuara“ Tiap 

masyarakat negeri berbarengan perannya di dalam hukum serta rezim serta 

harus menjunjung hukum serta rezim itu atas tidak terdapat kecualinya. 

5) Prinsip kebebasan 

Dalam al- Mausu’ ah al- Islamiyah al-’ Ammah, independensi dimaksud 

selaku kondisi jadi Islam serta beragama, akan membolehkan orang buat 

berperan ataupun menahan diri atas suatu cocok atas keinginan serta 

pilihannya sendiri, dan wajib searah atas syariat Islam. Tercantum dalam 

perihal agama, akhlak serta lain serupanya. 
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Atas dibuatnya Peraturan Wilayah di Kota Pariaman penguasa 

berargumen kalau tahap itu bermaksud buat keselamatan warga supaya 

terciptanya situasi akan aman, teratur dan tentram. 

Atas Siyasah Tanfidziyah suatu ketentuan akan bagus wajib mencermati 

serta penuhi prinsip- prinsip diatas terlebih dulu. Siyasah Tanfidziyah ialah 

bagian Fiqh Siyasah akan mangulas permasalahan perundang- undangan 

negeri. Bagian akan diulas dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah ialah wewenang 

badan administrator (al- sulthah al- tanfidziyah) buat melakukan, 

menjabarkan, serta mengaktualisasikan hukum ataupun kebijaksanaan akan 

sudah diformulasikan oleh daulat legislatif, atas tujuan penting menciptakan 

faedah warga cocok atas prinsip- prinsip syariat Islam. 

Penguasa menggenggam kedudukan berarti dalam rezim negeri buat 

menata rakyatnya supaya aman lewat peraturan perundang- undang salah 

satunya lewat Peraturan Wilayah Mengenai Ketentraman serta Kedisiplinan 

Biasa akan memiliki wewenang merupakan lembaga terpaut salah satunya 

Satpol- PP. 

Bersumber atas perihal itu kedudukan warga serta penguasa dan 

lembaga terpaut amatlah berarti buat mengatasi pelanggar akan terjalin di 

tengah- tengah warga semacam dalam perihal Ketentraman serta Kedisiplinan 

biasa spesialnya atas pengamen. 

Kajian Fiqh Siyasah keatas pantangan mengamen terpaut Peraturan 

Wilayah No 10 Tahun 2018 menitikberatkan atas berartinya menggapai tujuan 

maqashid syariah, akan didalamnya ada prinsip syariat Islam dalam kondisi 

faedah pemeluk. Maqashid syariah jadi alas penting akan wajib direalisasikan 

lewat kebijaksanaan serta peraturan akan terbuat serta dijalani oleh penguasa, 

ialah atas prinsip- prinsip ataupun kearifan akan jadi bawah penentuan tiap 

hukum Islam, buat menciptakan faedah (kebaikan) serta menghinatas 

kemudharatan (kehancuran) untuk orang, bagus di bumi ataupun diakhirat. 

Dalam perihal ini prinsip atas siyasah tanfidziyah tidak terkabul, 

prinsipnya ialah ketaatan serta disiplin atas atasan. 
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Atas fiqh siyasah penguasa bisa memutuskan ganjaran atas cara jelas, 

tidak diatur atas cara nash melainkan bersumber atas faedah akan diperlukan 

warga, Fiqh siyasah tanfidziyah bisa membenarkan kalau kebijakan- 

kebijakan sudah dilaksanakan penguasa wilayah, warga serta ketentuan itu 

telah betul- betul menggapai keselamatan warga. Begitu juga diklaim dalam 

QS. An- Nisa’ bagian 58: 

نَّ  ِّ انَْتحَْكُمُوْابِّالْعَدْلَِّۗ ىاهَْلِّهَاۙوَاِّذاَحَكَمْتمُْبَيْنَالنَّاسِّ
ٰٓ لَٰ تِّاِّ نَٰ نَّاللّٰهَكَانسََمِّ اِّناللّٰهَيَأمُْرُكُمْانَْتؤَُدُّواالََْمَٰ ظُكُمْبِّهۗاِّ ايعَِّ مَّ اللّٰهَنِّعِّ

يْرًا   يْعًابَصِّ

Maksudnya: sebetulnya Allah memerintahkan kalian menyampaiakan 

tepercaya atas pemiliknya, apanila kalian memutuskan hukum diselah 

orang, harusnya kalian tetapkan atas cara seimbang. Sebetulnya Allah 

berikan pengajaran akan sangat bagus atas kalian. Sebetulnya Allah 

maha mengikuti lagi maha memandang. 

Bagian itu menarangkan buat mengantarkan mandat atas akan berkuasa 

menerimanya serta memutuskan hukum diselah orang, maksudnya 

dilaksanakan atas seimbang tidak profitabel ataupun mudarat salah satu pihak. 

Bersumber atas Peraturan Wilayah salah satu tujuan atas dilarangan 

mengamen merupakan hendak terdapat pihak akan dibebani semacam banyak 

orang akan dimohon uangnya perihal ini hendak memunculkan rasa ketidak 

ikhlasan. 

Kasus ini ditinjau atas Fiqh siyasah tanfidziyah akan bermaksud buat 

memantapkan selah peraturan- peraturan negeri buat menciptakan faedah 

pemeluk sebab didalam fiqh siyasah tanfidziyah umumnya mangulas keadaan 

bab, semacam penentuan hukum, peraturan, serta kebijaksanaan oleh 

pemegang kewenangan akan bernafaskan ataupun sejalsn atas anutan Islam 

untuk menciptakan kemaslahatn untuk orang serta menghindarkan atas 

bermacam kemudharatanakan bisa jadi tiba dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa serta bernegara4. 

 
4 River Yohanes Manalu. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Impelementasi Peraturan Wilayah No 10 tahun 2018 Artikel 11 Mengenai 

Pantangan Mengamen Di kota pariama. Hasil riset membuktikan kalau sedang banyak 

warga akan tidak mengindahkan serta melakukan kebijaksanaan atas Penguasa Wilayah. 

Aspek pemicu sulitnya menerapkan perda itu merupakan: 

1. Khasiat atas terdapatnya perda ini belum seluruhnya bisa dialami oleh warga 

alhasil sedang banyaknya warga akan melanggar ketentuan semacam 

mengamen akan bagi beberapa warga merupakan jalur salah satunya dalam 

penuhi keinginan hidupnya. 

2. Belum konsistenya Satpol- PP dalam melaksanakan aktivitas pemasyarakatan 

hendak perda itu di tengah- tengah warga, serta tidak terdapatnya ganjaran 

akan jelas atas penguasa atau lembaga terpaut berlaku seperti eksekutif 

kebijaksanaan. Oleh sebab itu tingkatan disiplin warga keatas aplikasi atas 

perda ini sedang sedikit serta sedang belum seluruhnya mengenali isi perda. 

3. Minimnya tanggungjawab Satpol- PP dalam melakukan tugasnya walaupun 

telah diaplikasikan razia spesialnya pengamen namun sedang belum 

mendukung memandang sedang banyak akan melanggar ketentuan itu. 

Bila ditinjau atas Fiqh Siyasah Tanfidziyah Aplikasi keatas Perda No 10 Tahun 

2018 hal ketentuan ini mempunyai tujuan akan bagus semacam bisa melindungi faedah 

pemeluk, serta mensejahterakan warga. Hendak namun, kajian Fiqh siyasah Tanfidziyah 

keatas aplikasi perda terpaut pantangan mengamen butuh memerhatikan kebijaksanaan 

akan berlandasan prinsip kesamarataan serta faedah pemeluk akan berdasarkan prinsip 

Al- Qur’ an serta Sunnah. Serta kebijaksanaan ini tidak cocok atas prinsip atas Fiqh 

siyasah Tanfidziyah selah lain prinsip kesamarataan, prinsip pertanggung balasan 

seseorang atasan serta ketaatan atau disiplin orang atas pemimpinnya, prinsip konferensi 

serta kesejahteraan. 
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